WALIKOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.4.45/ 237 [KUM/2013

TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
BANJARBARU KOTA 1, SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBARU KOTA 2,
SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBARU KOTA 6 DAN SEKOLAH DASAR
NEGERI BANJARBARU KOTA ¢ MENJADI SEKCLAH DASAR NEGERIL
BANJARBARU KOTA 1 (GS)

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan
Dasar dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional sekolah,
diperlukan adanya Penggabungan (Regrouping) antara
Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1, Sekolah Dasar
Negeri Banjarbaru Kota 2, Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru
Kota 6 dan Sckolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 8 menjadi
Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);

b. bahwa berdasarkan rapat/musyawarah Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru dengan pihak sekolah, para orang tua
murid dan pihak terkait lainnya pada tanggal 16 Maret
2013 dan tanggal 21 Mei 2013 yang kesimpulannya
mendukung ada penggabungan (Regrouping) sekolah yang
berdekatan/ satu lokasi dan penamaanya menggunakan
nama sekolah yang lebih dulu berdiri di tambah (GS) untuk
menunjukkan hasil penggabungan yang bisa diartikan
gabungan seckolah atau gawi sabarataan yang merupakar
semboyan Kota Banjarbaruy;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan
dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor @ Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301};




10.

11.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan

- Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694);
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2012 Nomor 5);

Pcraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2009
tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru;

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012
Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN -

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penggabungan
(Regrouping) Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1, Sekolah
Dasar Negeri Banjarbaru Kota 2, Sekolah Dasar Negeri
Banjarbaru Kota 6 dan Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota
9 menjadi Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);

Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset pada keempat Sekolah
Dasar Negeri yang di gabung ditetapkan sebagai berikut -

d.

lanan, gedung, meubelair dan sarana pembelajaran pada
keempat Sekolah Dasar Negeri yang digabung, seluruhnya

Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Kota 1 (GS);

siswa pada keempat Sekolah Dasar Negeri yang digabung,
seluruhnya menjadi siswa Sckolah Dasar Negeri Banjarbaru
Kota 1 (GS);

- pendidik dan tenaga kependidikan pada keempat Sekolah

Dasar Negeri Gabungan lebih lanjut ditetapkan oleh
Walikota;

Alamat dan Kedudukan Sekolah sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah dj Jalan Karamunting No. 6
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Keviatan halajoar dae oo 5 .
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KELIMA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tﬂnﬂ&a] 5 JUNI 2013
b LA

WALIKo’i" {BANJARBARU,
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Tembusan disampaikan kepada Yth :

O~ »WN —~

. Menteri Pendidikan Nasional di.Jakarta.

. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.

. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

- Xetua DPRD Kota Banjarbaiu di Banjarbaru.

. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Kal-Sel di Banjarmasin.
. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.

. Kepala Bappeda dan PM Kota Banjarbaru di Banjarbaru.

. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru,

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru di Banjarbaru.

. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Selatann di Banjarbaru.

. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.

- Kepala SDN Banjarbaru Kota 1 di Banjarbaru.

. Kepala SDN Banjarbaru Kota 2 di Banjarbaru.

- Kepala SN Baiijarbaru Kota 6 di Banjarbaru.

. Kepala SDN Banjarbaru Kota 9 di Banjarbaru.




WALIKOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGER]
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsSA

WALIKOTA BANJARBARU,

Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbary.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11
Banjarbary (Lembaran Negara  Republik




&
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Undang- Undang Nomor 2¢ Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesig Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4301);

Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438g); .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik
Indonesig Nomor 3589);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasjonaj Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20gs5 Nomor 41,

Nomor 73, Tambahan Lembarag Negara Republik
Indonesig Nomor 54 10);

Pt:mtl.fmn Pemerintah Normor 4} Tahun 2007 tentang
Organisag; Perangiat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor gg

Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia’
Nomor 4741);




10. Peraturan Pemerintah Nomor

11. Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor

13. Peraturan Menteri

14. Peraturan Menteri  Dalam Negeri

15. P\:l'anmlheqah Kota

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbary

Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3);




(197/2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGER]
DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. )
2. PemerintahDacmhadalahWnlilmtaBanjmbmudanPermxgkatDaemh
sebagaiuns\upcnyc]engara Pemerintahan Daerah.
- Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

3

4.

8. chnlaDinasPendkiihnadnlahKepalaDhmstndidikanKotaBanjarbam.
6. j







Pasal 4
{1) Penetapan nomenklatur sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar
Negeri  di Lingkungan intah Kota Banjarbaru berdasarkan

Peraturan Walikota ini mulai beriaiay pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota hﬁdcnpnpenmnpatannyada]amBm-itaDmmhKota
Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Juni 2015
WALIKO‘I‘ABANJARBARU,

H. M. RUZAIDI R
Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 10 Juni 201=

Pit. S ARIS DAERAH,

BERITA KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 23




LAMPIRAN PERATURAN EsmeOﬂp BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL : 10 Juny 2015
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SDN Guntung Pa ng
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